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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian dekorasi

Dekorasi merupakan setiap bagian dari perlengkapan dekor

panggung teater. Jika makna dekorasi digabungkan pada teori

interaksionisme simbolik yakni interaksi manusia yang dijembatani oleh

penggunaan simbol-simbol dengan menemukan makna tindakan orang

lain.

Makna dekorasi sebenarnya cukup luas dan memiliki keterkaitan

dalam banyak hal, namun secara simpel ialah setiap bagian dari suatu

tempat seperti jalan, rumah, kamar, ruangan, panggung, teater, taman dan

pelaminan yang dihias sebagus mungkin supaya terlihat menarik dan

berbeda dari tempat di sekelilingnya. Dekorasi cenderung mengarah ke

dunia seni dan hiburan. Berasal dari bahasa inggris dengan arti (hiasan)

kini telah menjadi bahasa serapan indonesia dan lazim digunakan orang

secara umum.

2. Peran dan fungsi dekorasi

Kini definisi dekorasi semakin melebar tidak terkait pada tempat

saja melainkan lebih mengarah kepada jasa untuk seni dan hiburan jauh

berbeda dari fungsi dan definisinya pada zaman dahulu. Seiring dengan



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16

perkembangan zaman kini sudah banyak orang yang mengkomersilkan

jasa dekorasi sebagai mata pencaharian. Dekorasi kini banyak diminati

masyarakat terutama untuk kebutuhan event/acara serta fenomena

tertentu, antara lain seperti: dekorasi pernikahan, ulang tahun, natal,

permainan anak, gambar dekorasi, dekorasi kamar pengantin, wedding,

permainan, pesta.

Secara umum jasa yang ditawarkan cukup bervariasi dengan

tarif yang berbeda tergantung pada orderan acara itu sendiri. Di dunia

maya pun banyak yang menawarkan jasa dengan hasil pencarian dekorasi

untuk keperluan tersebut diatas. Tarif jasa memang lebih mahal

dibandingkan dengan harga barang karena yang dibutuhkan adalah skill,

inspirasi dan seni.10

B. Teori Interaksionisme Simbolik

1. Definisi interaksionisme simbolik

Merupakan salah satu prespektif teori yang baru muncul setelah

adanya teori aksi (action theory) yang dipelopori dan dikembangkan oleh

Marx Weber. Teori interaksionisme simbolik berkembang pertama kali di

Universitas Chicago tokoh utama dari teori ini berasal dari berbagai

Universitas diluar Chicago. Diantaranya John Dewey dan C. H Cooley,

filsuf yang semula mengembangkan teori interaksionisme simbolik di

10 http://www.blogmajalengka.we..tang-dekorasi.html?m=1 (diakses pada 5 Mei 2016), Jam 14.00
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Universitas Michigan kemudian pindah ke Chicago dan banyak memberi

pengaruh kepada W. I Thomas dan George Herbert Mead.11

Interaksionisme simbolik, kata Blumer, merujuk pada karakter

interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. aktor tidak semata-

mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan

mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara

langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut.

Oleh karenanya, interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-

simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.12

Bagi Blumer studi masyarakat harus merupakan studi dari

tindakan bersama, ketimbang prasangka terhadap dirasanya sebagai

sistem yang kabur dan berbagai prasyarat fungsional yang sukar

dipahami. Masyarakat merupakan hasil interaksi-simbolis dan aspek

inilah yang harus merupakan masalah bagi para sosiolog. Bagi Blumer

keistimewaan pendekatan kaum interaksionisme simbolis ialah manusia

dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan

mereka dan buka hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu

menurut mode stimulus-respon. Seseorang tidak langsung memberi

11 Wirawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana Prenata Media, 2012),
12 Irving M Zetlin, Memahami Kembali Sosiologi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1995), 331-332.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18

respon tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan

kepada tindakan itu.13

Bagi Blumer, dunia sosial empiris terdiri dari manusia beserta

berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan perilaku

yang intim itu hanya dapat diperoleh melalui observasi tangan pertama

dan partisipasi dalam kelompok yang diteliti, ia tidak dapat diperoleh

orang luar yang kurang familiar dan intim dalam mengenal kelompok.

Blumer menegaskan bahwa metodologi interaksi-simbolis merupakan

pengkajian fenomena sosial secara langsung, “pendekatan yang mendasar

untuk mempelajari secara ilmiah kehidupan kelompok dan tingkah laku

manusia”.14

Bagi Blumer interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga

premis: (1) Manusia bertindak pada sesuatu berdasarkan makna-makna

yang ada pada suatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari

“interaksi sosial seseorang dengan orang lain, (3) makna tersebut

disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.15

Interaksionisme simbolis yang di ketengahkan Blumer  mengandung

sejumlah root images atau ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai

berikut :

13 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2010), 262-
263.
14 Ibid., 267.
15Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2010), 249.
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a. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang

di kenal sebagai organisasi atau struktur sosial.

b. Interaksi terdiri dari kegiatan manusia yang berhubungan dengan

kegiatan manusia yang lain. Interaksi-interaksi nonsimbolis

mencakup stimulus-respon yang sederhana, seperti halnya bentuk

untuk membersihkan tenggorokan seseorang. Interaksi simbolis

mencakup “penafsiran tindakan”. Bila dalam pembicaraan seseorang

pura-pura batuk ketika tidak setuju dengan pokok-pokok yang

diajukan oleh si pembicara, batuk tersebut menjadi suatu simbol

yang berarti, yang dipakai untuk penolakan. Bahasa tentu saja

merupakan simbol berarti yang paling umum.

c. Objek-objek tidak mempunyai makna instrinsik, makna lebih

merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek dapat di

klasifikasikan kedalam tiga kategori yang luas antara lain:

a) objek fisik, seperti meja, tanaman atau mobil.

b) objek sosial seperti ibu, guru, menteri atau teman, dan

c) objek abstrak, seperti nilai-nilai, hak dan peraturan.

d. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat

dirinya sebagai objek. Jadi seorang pemuda dapat melihat dirinya

sebagai mahasiswa, suami dan seorang yang baru saja menjadi ayah.

Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana, dengan semua

objek, lahir disaat proses interaksi simbolis.
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e. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh

manusia itu sendiri.

f. Tindakan tersebut saling di kaitkan dan disesuaikan oleh anggota-

anggota kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang

dibatasi sebagai, “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan

berbagai manusia”.

Blumer membatasi objek sebagai “segala sesuatu yang

berlainan dengannya”. Dunia objek “diciptakan, disetujui, ditransformir

dan dikesampingkan” lewat interaksi simbolis, ilustrasi peranan makna

yang diterapkan kepada objek fisik dapat dilihat dalam perlakuan yang

berbeda terhadap sapi di Amerika sapi dapat diartikan makanan, sedang

di India sapi dianggap sakral. Bila dilihat dari perspektif lintas kultural,

objek-objek fisik yang maknanya kita ambil begitu saja bisa dianggap

terbentuk secara sosial.

Konsep Blumer, dan bukan Mead, secara luas telah berhasil

dan mendominasi pemikiran dan penelitian kaum interaksi simbolik

dewasa ini. Kita tidak dapat memaparkan secara singkat karya-karya

dari para pengikutnya. Meskipun demikian, ada beberapa tulisan yang

cukup mewakili. Dari sekumpulan karya-karya pengikutnya ini

menunjukkan bahwa cara mereka dalam memfokuskan pada dimensi

konsep Mead telah begitu jauh penyimpangannya, dengan
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memperlakukan interaksi sosial dengan seolah-olah merupakan proses

yang tidak lebih daripada komunikasi simbolik.16

Dari hal tersebut, analisis Herbert Blumer semakin menukik

tajam dalam melihat sisi interaksi diri sang aktor terlebih ketika melihat

sisi medium yang digunakan didalamnya yaitu bahasa dan isyarat.

Sebab, secara gamblang dapat dikatakan interaksionisme simbolik

dilakukan dengan menggunakan bahasa, sebagai satu-satunya simbol

yang terpenting, dan melalui isyarat.

Simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi, simbol

berada dalam proses yang continue dan secara terus-menerus dalam

proses “menjadi”. Artinya, medium perlu secara gamblang untuk

menggambarkan “kesepahaman” pada makna yang muncul; to view any

language, as Herbert Blumer has suggested, as a set of more or less

“significant indicative gesture”, the meaning of which arise out of

specific interactive situation.

Dengan demikian, mungkin menjadi suatu bentuk kelaziman

ketika Herbert Blumer memberikan istilah pada aperspektif ini dengan

term “interaksionisme simbolik”, maka fokus pemikiran yang muncul

terdiri atas dua konsep yaitu: simbol dan interaksi. Simbol mengacu

pada setiap objek sosial (misalnya, benda fisik, isyarat, atau kata) yang

16 Irving M Zetlin, Memahami Kembali Sosiologi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1995), 336.
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berdiri di tempat atau mewakili sesuatu yang lain. Simbol adalah ciptaan

unik manusia.17

Kesimpulan utama yang perlu diambil dari uraian tentang

subtansi Teori Interaksionalisme Simbolik ini adalah sebagai berikut.

Kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan

komunikasi antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang

dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam

proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang

bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau

dari luar dirinya.

Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari pada proses

interpretasi terhadap stimulus. Jadi merupakan hasil proses belajar,

dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling menyesuaikan makna

dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan

makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan terhadap

tindakannya, namun dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya

manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-

tujuan yang hendak dicapainya.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme

Simbolik dengan memahami realitas sebagai suatu interaksi yang

dipenuhi sebagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal

17 Umiarso Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2014), 169-169.
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yang menggunakan simbol-simbol. Dalam dekorasi TPS muncul sebuah

interaksi antar masyarakat untuk meningkatkan sebuah partisipasi

politik dengan adanya dekorasi TPS.

C. Pilkada di Indonesia

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut

pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil daerah

secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi

syarat. Kepala daerah adalah:

a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.

b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.

c. Walikota dan wakil walikota untuk kota.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dasar hukum penyelenggaraan pilkada

adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu).

Pilkada pertama kali diselenggaraan pada bulan Juni 2005.18

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,

sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 7 dan 8
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daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini

adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.19

Masalah efektif dan efisiensi pilkada langsung tidak semata dipandang

karena besarnya biaya. Efisiensi perlu pula menjawab persoalan rendahnya

kepercayaan (trust) dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kinerja Kepala

Daerah terpilih. Pelaksanaan demokrasi yang dinilai mahal, dapat diefisiensikan

dengan berbagai cara, sepanjang tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Sehingga

pasca pilkada akan terbentuk sebuah pemerintahan daerah yang efektif (effective

government).

Memang tidak ada yang menyangkal bahwa demokrasi memerlukan

biaya, termasuk dalam menyelenggarakan pilkada. Tetapi kalau biayanya terlalu

mahal maka harus dicari cara yang lebih murah. Bukankah salah satu prinsip

penyelenggaraan pemilu adalah efisien, karena itu faktor biaya menjadi

pertimbangan yang sangat penting.

Dalam perkembangannya, efisiensi dan efektivitas mulai disebut sebagai

bagian terpenting dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Hal ini dapat dibaca

pada bagian penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU yang berbunyi

sebagai berikut:

19 http//www.wikipedia.com/2011/01/Pemilihan Umum Kepala Daerah (diakses pada 4 Mei 2016),
Jam 10.00
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“Di samping itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas baik yang
berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personel, dengan
memerhatikan kondisi wilayah pemilihan.”20

Begitu besarnya proporsi dukungan responden terhadap pilkada langsung

tersebut menunjukkan tingkat antusiasme publik yang sangat tinggi. Kendati

pelaksanaannya sendiri masih menunggu hingga bulan Juni mendatang,

tampaknya semangat untuk menyongsong pemimpin daerah yang “lebih disukai

rakyat” terus saja mencuat. Bahkan pada saatnya nanti, mayoritas(88 persen)

responden menyatakan siap menyukseskan pilkada langsung dengan memberikan

dukungan suara kepada calon kepala daerah yang mereka anggap layak

memimpin.

Selain masyarakat, beragam perangkat organisasi pelaksana maupun

penunjang suksesnya pilkada ini pun diyakini kesiapannya. Keberadaan Komisi

Pemilihan Umum Daerah (KPUD), misalnya, diyakini siap untuk

menyelenggarakan perhelatan demokrasi di daerah mereka. Lebih dari separuh

bagian (54 persen) responden merasa optimis KPUD siap melaksanakan pilkada

kendati masih perlu dilakukan pembenahan.21

1. Tujuan Pilkada

Tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan

desentralisasi, yang mana dalam sistem yang dahulu, semua ditentukan

oleh pusat, sehingga pembentukan Negara, yaitu mewujudkan

masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dengan pilkada, pemerintah

20 Suharizal, Pemilukada Regulasi Dinamika Dan Konsep Mendatang, (Jakarta: Rajawali Pers,
2012), 197-198.
21 Mufti Mubarok, Suksesi Pilkada (Surabaya: Java Pustaka Media Utama, 2005), 48-49.
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bermaksud melimpahkan kewenangan membangun daerah pada daerah

tersebut.22

Meskipun dilain sisi dengan sistem desentralisasi banyak hal

negatif yang terjadi misalnya memakan anggaran yang cukup besar untuk

menyelenggarakan pilkada, belum dengan potensi konflik apabila ada

salah satu calon yang tidak terima hasil akhir penghitungan suara.

Syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah ada beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada pancasila dan UUD 1945.

c. Pendidikan minimal SLTA.

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

e. Sehat jasmani dan rohani.

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

g. Tidak sedang dicabut hak miliknya.

h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 23

2. Penyelenggara Pilkada

Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2003, yang

berwenang menyelenggarakan kepala daerah dan wakil kepala daerah

adalah komisi pemilihan umum daerah atau disebut KPUD. KPUD ini

berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota.

22 Eka Fajar dhiani, Pilkada Dan Lembaga Pemerintahan Desa/Kecamatan (Azka Press, 2008), 5.
23 Ibid., 6.
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Sedang penyelenggara untuk tingkat kecamatan disebut panitia

pemilihan tingkat kecamatan (PPK). Untuk tingkat Desa disebut panitia

pemungutan suara (PPS), dan di tempat pemungutan suara disebut

kelompok pemungutan suara (KPPS).24

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil.

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang-barang dan jasa

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Menyampaikan laporan kepada DPRD.

d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah secara tepat waktu.

e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.25

3. Peserta Pilkada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta

pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga

berasal dari pasangan calon perseorangan (jalur independen) yang

didukung olehsejumlah orang. Undang-Undang ini menindak lanjuti

keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang

24 Ibid., 7.
25 Ibid., 8.
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menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004.26

4. Tahapan Pilkada

a. Tahapan Persiapan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah penyelenggaraan program kegiatan pada

tahapan persiapan dilaksanakan mulai dengan pemberitahuan DPRD

Kabupaten Gresik Kepada Bupati Gresik mengenai berakhirnya

masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian pemberitahuan

DPRD Kabupaten Gresik kepada KPUD Kabupaten Gresik

mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati,

sampai pada penyampaian keputusan tentang Tahapan Program dan

Jadwal Waktu serta Pedoman Teknis Penyelengara Pilbup Desa Giri.

Setelah tahapan persiapan rampung, maka dilanjutkan pada tahapan

pelaksanaan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 tantang penyelenggaraan pemilu, tahapan persiapan

pelaksanaan pilkada Desa Giri dimulai pada bulan November tahun

2010. Artinya dipersiapkan 4 tahun sebelum waktu pencoblosan

yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2015. Salah satu strategi yang

dilakukan oleh KPU Gresik sebagai lembaga penyelenggara pilkada

yang melakukan rapat koordinasi dengan Camat se-Kabupaten

26 http//www.wikipedia.com/2011/01/Pemilihan Umum Kepala Daerah (diakses pada 8 Mei 2016),
Jam 19.00
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Gresik, dalam rangka rapat persiapan penyelenggaraan Pilkada

Bupati dan Gubernur.

Pertama, mengenai pembentukan Badan Penyelenggara

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah 2010. Salah satu

tahapan rekrutmen anggota panitia pelaksana pilkada tingkat

kecamatan, kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara. Jumlah

anggota PPK yang dibutuhkan terdiri dari 6 orang per kecamatan dan

PPS berjumlah 3 orang tiap desa. Kedua, mengenai sosialisasi

dimasyarakat menjadi agenda berat bagi KPU Gresik. Materi

sosialisasi yang diberikan tentang UU Penyelenggaraan (UU No 32

Tahun 2004).

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum penyelenggaraan kegiatan sebagai

pelaksanaan dimulai pada pemutakhiran data pemilih, sampai pada

pemungutan suara dan perhitungan suara antara lain:

1) Pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih

Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih yang dimulai

dengan penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) oleh

pemerintah Kabupaten Gresik ke KPUD Gresik. Kemudian DPS

diserahkan kepada PPK, kemudian dilanjutkan ke PPS untuk

dilakukan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara

yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Setelah

penetapan DPT oleh PPS disampaikan ke PPK untuk



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

direkapitulasi. Selanjutnya PPK menyampaikan ke KPUD.

Terakhir, rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS

dalam wilayah kabupaten untuk pendistribusian kartu pemilih

kepada pemilih. Pendaftaran peserta pemilih dimaksudkan untuk

mengidentifikasi pemilih yang sudah wajib pilih serta yang

kategori belum wajib pilih dalam proses pemberian suara.

2) Pencalonan

Pada tahapan pencalonan yang dimulai pada proses

pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pada penetapan

nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam

keputusan KPUD Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015. Pada akhir Mei 2015, KPU

Kabupaten Gresik menuntaskan tahapan pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati, yaitu pengundian nomor urut pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2015-2020. Acara

pengundian berlangsung di kantor KPU Kabupaten Gresik.

3) Kampanye

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat

belas) hari dan 4 (empat) hari sebelum hari H sebagai masa
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tenang. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna

DPRD dengan cara penyampaian visi, misi dan program dari

pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa

dilakukan dialog.

Acara sosialisasi melalui pawai ini diharapkan akan

mengenalkan figure para calon bupati dan wakil bupati kepada

masyarakat secara langsung. Masyarakat juga dapat mengenali

para calon melalui visi-misi dan program yang diusung.

Setelah sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan

kampanye. Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan

pemilihan Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan kampanye

dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal

diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan

calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai

politik yang mengusulkan calon.

4) Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemberian suara adalah kegiatan pemilih memberikan

suara dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah

satu pasangan dalm surat suara. Untuk memberikan suara dalam

pilkada dibuat suara pemilih dengan memuat nomor, foto dan

nama pasangan calon untuk setiap daerah pemilihan. Berdasarkan

jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Gresik, maka

pemungutan suara.
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Sebelum pemilih melakukan pencoblosan, maka

selambat-lambatnya pukul 06.00 KPPS sudah berada di TPS

dengan melakukan tugas: membuka kotak suara, pengeluaran

seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan

peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Keseluruhan kegiatan KPPS tersebut, dihadiri oleh pemilih, saksi

dari pasangan calon, kemudian dibuatlah berita acara yang

ditandatangani oleh ketua KPPS, dan 2 (dua) anggota KPPS serta

ditandatangani oleh saksi.

Setelah semua prosedur tersebut diatas telah

dilaksanakan, maka pemilih pada pilkada diberi kesempatan oleh

KPPS berdasarkan prinsip nomor urutan kehadiran pemilih. Pada

saat pemilihan berlangsung pemilih diberikan surat suara oleh

KPPS. Bagi pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS,

maka diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta yang telah

ditetapkan oleh KPUD pada salah satu jari tangan.

Setelah melakukan persiapan dan pemungutan suara

berakhir, pelaksanaan perhitungan suara dimulai pada pukul

13.00 sampai dengan selasai. Sebelum perhitungan suara dimulai

maka KPPS menghitug diantaranya:

a) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

daftar pemilih tetap untuk TPS.

b) Jumlah pemilih dari TPS lain.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33

c) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan,

d) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena

rusak atau keliru dicoblos.

Pada saat proses perhitungan suara di TPS oleh KPPS

dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau,

dan warga masyarakat. Bagi saksi pasangan calon dalam

perhitungan suara harus membawa surat mandat dari tim

kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua

KPPS.

Setelah penandatanganan berita acara KPPS memberikan

salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada

masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1

(satu) eksemplar dan memasang sertifikat hasil perhitungan suara

di tempat umum. Kemudian KPPS menyerahkan berita, sertifikat

hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan

administrasi pemungutan suara dan perhitungan suara kepada

PPS setelah perhitungan suara untuk diteruskan ke PPK.

Perhitungan Suara dan penyusunan  Berita Acara di tingkat PPK.

5) Tahap penyelesaian

Setelah seluruh pelaksanaan selesai, maka tahap terakhir

atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh

KPUD Gresik dari masing-masing pasangan calon. Kemudian
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penyerahan laporan dana kampanye ke Akuntan Publik. Proses

terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan

Pemilu Bupati / Wakil Bupati oleh KPUD Gresik kepada KPU

Provinsi Jawa Timur.

5. Modal Kandidat

Pasangan calon Kepala Daerah itu berkemungkinan

memenangkan Pilkada secara langsung manakala memiliki tiga

kombinasi di dalam berkendaraan, yakni adanya mobil yang baik,

sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual,

metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para

calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam Pilkada secara

langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik, modal sosial dan

modal ekonomi.

Modal politik (political capital) ini memiliki makna yang

sangat penting karena Pilkada menggunakan mekanisme ‘party

system’ didalam proses pencalonan bakal calon. Kandidat yang akan

mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah harus

diberangkatkan dari atau melalui partai politik yang memiliki kursi di

parlemen sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 dan PP

No. 6 tahun 2005. Ada juga yang mamakai jalur independen dengan

asas Undang-Undang No. 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa

peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan

(jalur independen) yang didukung oleh sejumlah orang.
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Modal kedua adalah modal sosial (sosial capital), yakni

bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki pasangan calon

dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah

sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih

bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerah.

Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon harus dikenal oleh

masyarakat.

Kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Ia didahului oleh

adanya perkenalan. Popularitas saja kurang bermakna tanpa

ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Melalui modal sosial yang

dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih tetapi

juga masyarakat memberi penilaian terhadap diri kandidat untuk

kemudian diberi kepercayaan.

Didalam Pilkada secara langsung, modal sosial memiliki

peran yang cukup penting. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pasangan

calon yang diusung oleh partai dominan ternyata tidak otomatis dapat

memenangkan Pilkada secara langsung. Hal ini bisa terjadi karena

peran figur pasangan calon dipandang lebih kuat daripada peran partai

politik. Didalam situasi seperti ini, kontestasi didalam Pilkada secara

langsung memiliki perbedaan yang substansial dengan Pemilu

Legislatif. Didalam Pileg, peran partai politik sangat dominan,

sementara di dalam Pilpres dan Pilkada, peran figur dari pasangan

calon dipandang lebih menentukan dibanding peran partai.
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Modal yang ketiga adalah modal ekonomi (economic

capital). Pemilu, termasuk Pilkada secara langsung, jelas

membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya

dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah

pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon)

pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk

memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya

masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsug

dipakai untuk mempengaruhi pemilih.

Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang

membagi-bagikan barang atau uang kepada para pemilih. Tujuannya,

supaya pada saat pemilihan mendukungnya. Biasanya modus

pembagian barang atau uang itu tidak diberikan oleh pasangan calon

secara langsung, melainkan oleh tim sukses resmi. Tujuannya, ketika

diketahui oleh publik dan diancam pidana, yang terkena bukanlah

pasangan calon melainkan tim sukses ‘siluman’ itu. Tidaklah

mengherankan, meskipun ‘tim sukses siluman’ ini ada yang

tertangkap basah, tidak ada satupun pasangan calon yang diadili atau

terbukti melakukan praktek money politics.
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Sebagai ringkasan dari kekuatan kandidat, berikut ini adalah

hal-hal yang dianggap penting bagi sukses kandidat dalam

memenangkan Pilkada langsung, yakni:

a. Kredibilitas dan Kapabilitas Calon.

b. Disukai karena memiliki sifat yang baik dan rendah hati.

c. Kerja keras, jujur dan serius.

d. Berakar dan memiliki massa panatik yang diikat oleh solidaritas

profesi.

e. Tidak pernah tercatat sebagai pejabat yang korup.


